BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pelaksanaan
Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin,
diperlukan perubahan organisasi dan wuraian tugas
dan fungsinya guna mengoptimalkan kinerja pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Musi Banyuasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 79
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang



Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 8133};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5883};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1574;



Menetapkan

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9};

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 79 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 89), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, dan ditambah 15 (lima
belas) angka baru, yakni angka 9, angka 10, angka 11,
angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka
17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan
angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.



10.
11.

12.

13.
14.

15.

. Pemerintahan Kébupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

dihapus.

. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah

Dinas Perumahand dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Musi Banyuasin.

. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas dan fungsi bidang pertanahan,
prasarana, sarana, dan utilitas umum (pengembangan
sistem penyediaan air minum, pengolaan air limbah dan

drainase lingkungan serta persampahan), pembangunan

perumahan, dan pengembangan kawasan permukimari,

serta penataan bangunan.
KJF adalah Kelompok Jabatan Fungsional.

. pertanahan terdiri dari penggunaan tanah, sengketa tanah

dan penataan pemakaman.

Utilitas Umum adalah SPAM, PLP.

SPAM adalah Pengembangan Sistem Penyediaan
air Minuin.

PLP adalah Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang
terdiri dari pengolahan air limbah, drainase lingkungan

dan pengolaan persampahan (sanitasi) serta penyehatan

| lingkungan permukiman.

SPAL adalah Sistem Pengolahan Air Limbah.

Penyediaan Perumahan adalah penyediaan rumah susun,
khusus, swadaya dan Tumah komersial | sestiai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
dan disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten
Musi Banyuasin.

Pembiayaan Perumahan terdiri dari Pola pembiayaan
perumahan, Pola Investasi Perumahan, pendayagunaaan

sumber pembiayaan perumahan, sistem tabungan

peruinahan, bina $ystern pembiayaan perumahan serta

evaluasi bantuan pembiayaan perumahan.



16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Pengembangan Kéwasah Permukirnan adalah kawasan
permukiman perkotaan, perdesaan, - dan kawasan
permukiman khusus.

Penataan Bangunan adalah tata bangunan gedung umum,
gedung negara dan rumah negara.

Penataan Lingkungan Khusus adalah penataan kawasan
gedung, rumah negara, penataan kawasan pusaka,
permukiman tradisional, wisata, Ppos lintas batas
kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik
perkotaan dan kawasan khusus lainnya.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK]J.

Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM).

Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban {LKPJ).

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1} huruf ¢, huruf d dan huruf e

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

. Bidang Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum, membawabhi :
1. Seksi Pertanahan;
2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).

d. Bidang Perutfdalian, membawsahi -

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan,;

2. Seksi Penyediaan Perumahan;

3. Seksi Pembiayaan Perumahan.

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan

Bina Penataan Bangunan, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman perkotaan
dan Pedesgan:

2. Seksi Bina Penataan Bangunan;

3. Seksi Penataan Lingkungan Khusus.

3. Keténttian BAB 1V Bagian Pertama diubah -menjadi

Kepala Dinas dan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

5.



Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan, prasarana, sarana dan utilitas
umum, perumahan, pengembangan kawasan permukiman
dan bina penataan bangunan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kewenarigan daii tugas lain yang
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada Pasal 4, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai

fungsi : _

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan Kawasar
permukiman dan perizinan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman dan perizinan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

C. penyusunan norma, standar, _prosedur, dan kriteria
di bidang perdimaban dan kawasafn: perinukiman;

d. Penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan
dan kawasan permukiman;

f. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

g. penyelenggaraan  penibitiaan, pengawasan dan
pengendalian di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;

h. pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis
terhadap intern lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
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3.

ch

1. péhyediaath sarana dan prasarafia air fminum dan sanitasi
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;

j. fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan
perumahan dan kawasan permukiman,;

k. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar
kecamatan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman; dan

1. 'melaporkan hasii pényéléenggaraan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman kepada atasan dan pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ketentuan Pasal 6 diubali, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membaritt kepala dinas dalam

melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang urusan
umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan,
pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan koordinasi dan
penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek,

menengah dan jangka panjang.

. Ketentuan Pasal 7 diubah, $eéhingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tuigas $ebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : |

a. perencanaan urusan urmum, perlengkapan kantor,
keuangan dan kepegawaian;

b. pengevaluasian urusan umum, perlengkapan kantor,
keuangan dan kepegawaian;

¢. pengawasan ke dalam/intern;

d. pengkoordinasiai, sinkronisasi pényusurian rencana dan
program serta penyusunan anggaran pembangunan;

e. pengkoordinasian dan penyusunan keterpaduan program
dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat,

provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri;
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f. pengkoordinasian peniyusunan pedomarn standarisasi teknis
perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan,
tata bangunan, air minum dan sarana lingkungan,;

g. pelaksanaan pembinaan dan  koordinasi  program
pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;

h. pelaksanaan survey, pendataan, evaluasi dan pelaporan;

i. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian,
keuangan dan peffibanginari sestiai defigan pelimpahan dati
kepala dinas;

j. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha,
rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan
tatalaksana serta hubungan masyarakat; '

k. pelaksanaan urusan kepegawaian , pendidikan dan
pelatihan; dan _

1. pelaksanaan tigas lain yang diberikan oleéh pimpinar,

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2} diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. melaksanakan wurusan surat menyurat <dan tata
kearsipan,;

b. mengurus dan  melaksanakan urusan  rumah
tangga kantor;

c. mengurus administrasi perjalan dinas dan
‘tugas-tugas keprotokolan;

d. menyusun, menyiapkan dan mengiventarisasi
data kepegawaiari;

e. menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun,
mutasi  jabatan, mutasi non  jabatan dan
pembinaan kepegawaian;

f. memproses rotasi pegawai di lingkungan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

g. menyiapkan rencana pengembangan, pendidikan pegawai
dati imengirus kesejahtéraan pegawai;

h. mengurus dan melaksanakan pemeliharaan/perbatkan
gedung dan inventaris kantor;



i.

J-

niehyiapkann administrasi periyerahan hasil kegiatan
proyek selesai; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2} Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

mempunyai tugas :

a.

o

menyiapkan rencana kebutuhan belanja pegawai dan

non pegawai;

meémeriksa rencana kebutuhan belanja pegawai dan

non pegawai;
melaksanakan pembinaan dan koordinasi program

pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;

‘mengevaluasi dan melaporkan setiap program/kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

menyusun rencana program dan anggaran

pembanginan;

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA} Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

menyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA);
menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar
dan surat pertanggungjawaban;

melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;

meéhyusun aporan dan pértanggungjawaban ketangan

bulanan, triwulan dan tahunan;

mengurusi gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
memberikan bimbingan teknis tentang administrasi
keuangan dalam lingkup tugasnya;

. menyusun dan menyiapkan perencanaan, melakukan

monitoring, evaluasi dan  pelaporan  terhadap

Prograrm /kegiatan Dinas Perdmahan dan Kawasan

Permukiman,;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan
koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam
rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati; dan

melaksanakan tiagas iain yang dibérikan oleh piripihan.

9.



8. Ketentuan BAB IV Baglan Ketiga diubah menjadi Bidang
Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, serta
Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9
Bidang Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang
Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 9, Bidang Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan (penggunaan
tanah, sengketa tanah dan penataan pemakaman),
prasarana, sarana pengembangan air minum, sanitasi dan
Ppeniyehatan lingkungan permukinian Serta  perizirian
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

b. pelaksanaan kebijjakan di bidang pertanahan, prasarana,
sarana, pengembangan air minum, sanitasi dan penyehatan
lingkungan permukiman dan perizinan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

c. pengkoordinasian, penyelenggaraan perencanaan teknis
dan +penyusurian program di bidang pertanahan,
pembangunan prasarana, sarana pengembangan air
minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman
secara, terpadu antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi,
dan Pemerintah Pusat, sehingga produk yang dihasilkan
dapat berhasil secara optimal;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pertanahan, pengémbvangan air miiium, sanitasi dan
penyehatan lingkungan permukiman;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pertanahan, pengembangan  air minum, sanitasi dan

penyehatan lingkungan permukiman,;
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f. inventarisasi penggunaan dan  sengketa tariah,
prasarana dan sarana air minum, sanitasi dan
penyehatan lingkungan;

g. penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;

h. fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan
prasarana dan sarana air minum, sanitasi dan
pényehatan lingktingar;

i. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar
kecamatan di bidang pertanahan, pengembangan  air
minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman,;

j- pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang
pertanahan, pembangunan prasarana, sarana
pengembangan air minum, sanitasi dan penyehatan
lingkungan permukimari;

k. pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis
terhadap internal bidang pertanahan, pengembangan air
minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pertanahan, pengembangan air minum, sanitasi
dan penyehatan lingkungan permukiman;

. fhetnberikan saran, pertimbarigan tekriis dan fielaporkan
hasil kerja kepada atasan;

n. membimbing dan membina bawahan, serta menilai hasil
kerja hawahan untuk pengembangan karir; dan

0. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

{1) Seksi Pertanahan, meémpunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang pertanahan dan pemakaman, serta perizinan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,

' b. melaksanakan  kebijakan di bidang — pertariahari,
dan perizinan sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;



c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
di bidang perencanaan dan penyusunan program
penggunaan tanah, dan langkah-langkah penyelesaian
sengketa tanah, serta dalam pengelolaan dan
penataan areal pemakaman;

d. memberikan ‘bimbingan telnis dan supervisi di bidang
kegiatan penggunaan tanah;

e. melakukan inventarisir tanah asset pemerintah daerah
dan inventarisir kebutuhan pengadaan tanah darni
satuan kerja untuk kepentingan pembangunan serta
inventarisir permasalahan sengketa tanah;

f. mengkompilasi data dan informasi peta pola
penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta
persediaan tanah, RTRW dan rencana pembangunan;

g. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan
pertanahan rencana letak kegiatan penggunaan tanah
kepada instansi terkait dan kepada masyarakat;

h. menerima, meneliti, mengkaji laporan pengaduan
sengketa tanah dan melakukan pencegahan meluasnya
dampak sengketa tanah;

i. melaksanakan fasilitasi musyawarah antar pithak-pihak

yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;

memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah
untuk asset daerah sampai dengan sertifikasinya serta
penyerahan asset dengan berita acara;

k. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan
fasilitas umum,;

1. memproses sertifikasi tanah, memproses penerbitan
surat keputusan subjek dan objek retribusi tanah serta
ganti kerugian;

m. melaksanakan tukar menukar asset pemerintah
daerah;

n. melakukan evaluasi dan membuat laporan sesuai
bidang tugasnya, dan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan sistem penyediaan Air Minum,

mempunyai tugas:
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h.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengembangan  sistem  penyediaan air minum
serta  perizinan sesuai dengan perundang-undangan
vang berlaku;

. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan sistem penyediaan air minum dan
perizinan sesuai dengan perundang-undangan
yaitg berlaku;

menyiapkan bahan pengkoordinasian, penyelenggaraan
perencanaan teknis dan penyusunan program
pembangunan prasarana, sarana pengembangan
sistern penyediaan air minum secara terpadu antara
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi,
sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil
secara opamai;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem

penyediaan air minum;

menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum,;
melakukan inventarisasi prasarana dan sarana
perigémbangan  systeri pehyediaan  air  hifvurd
di Kabupaten Musi Banyuasin;

melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pengembangan sistem penyediaan air minum;

fasilitasi serah terima aset kegiatan pengembangan
sistem penyediaan air minum;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengéendaiian di bidarg pémbangunat prasarana, sarafia
pengembangan sistem penyediaan air minum,
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengembangan system penyediaan air minum;
melakukan monitoring dan evaluasi tentang mutu

pengelolaan air minum;



1. membuat laporan secara berkala berkaitan dengan
tugas di bidang pengembangan system penyediaan air
minum kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi  Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
mempunyai tugas :

a. meényiapkan bahan perdrmitisan  kebijakan di bidarig
pengolahan air limbah, drainase lingkungan dan
pengolahan persampahan, penyehatan lingkungan
permukiman serta perizinan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengolahan air limbah, drainase lingkungan dan
‘pengbi‘aﬁan ‘persamipahan seria penyehatarn lingkurigan
permukiman dan perizinan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

¢. menyiapkan bahan pengkoordinasian, penyelenggaraan
perencanaan teknis dan penyusunan program
pembangunan prasarana, sarana pengolahan air
limbah, drainase lingkungan dan pengolahan
persampatiaii sefta periyehatan lingkungan pérmukirian
secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Provinsi, sehingga produk yang dihasilkan
dapat berhasil secara optimal;

d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan air limbah,
drainase lingkungan dan pengolahan persampahan
seria penyehatan lingkvngan permukirman;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengolahan air limbah, drainase lingkungan
dan pengolahan persampahan serta penyehatan
lingkungan permukiman;

f. melakukan inventarisasi prasarana dan sarana
pengolahan  air limbah, drainase lingkungan
dan -pengolahan  persampanan  di | Kabupatén

Musi Banyuasin;
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g. melaksanakan penyediaan dan pembangunan sarans
dan prasarana pengolahan air limbah, drainase
lingkungan dan pengolahan persampahan serta
penyehatan lingkungan permukiman;

h. fasilitasi serah terima aset Lkegiatan pengolahan air
limbah, drainase lingkungan dan pengolahan
persampahan serta penyehatan lingkungan
permukitiarn;

i. melaksanakan permbinaan, pengawasan dan
pengendalian di bidang pengolahan air limbah, drainase
lingkungan dan pengolahan persampahan serta
penyehatan lingkungan permukiman;

j- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengolahan air limbah, drainase lingkungan
dan -pengolahan persampalian | Serta  pefiyehatari
lingkungan permukiman;

k. melakukan monitoring dan evaluasi tentang mutu
pengolahan air limbah, manfaat drainase lingkungan
dan pengolahan persampahan serta penyehatan
lingkungan permukiman;

. membuat laporan secara  berkala  berkaitan
dengan tugas di bidang pengolahan air lirnbah,
drainase lingkungan dan pengolahan persampahan
serta penyehatan lingkungan permukiman kepada
atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

9. Ketentuan BAB IV Bagian Kelima diubah menjadi Bidang
Perumahan, seria Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12
Bidang Perurnahati fmempunyai tugas mmembantu Kepaia
dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasad 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang perencanaan dan pengendalian perumahan,
meliputi : merencanakan pengembangan Lingkungan
Hunian, rencana Kemitraan dan kelembagaan, Strategi
FPembiayaan dan Analisa Pasat, Tasiiitas pefiyiapan ianafri
perumahan, Penyiapan data dan Informasi, serta
Pemantauan dan Evaluasi;

b. penyusunan peraturan, pedoman petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis dan standar pembangunan perumahan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan untuk
ramah susun, khuasas, swadaya dan rumah komersiai
sesuai dengan peraturan dan perundangan vang berlaku;

d. penetapan kebijakan strategis, program perumahan
di bidang pembiayaan perumahan, seperti pola

. pembiayaan perumahan, pola Investasi Perumahan,
pendayagunaaan sumber pembiayaan perumahan,
sistem tabungan perumahan, bina system
penibiayaan  perumahan  serta  evaiuasi  bantuan
pembiayaan perumahan;

e. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan
perumahan swadaya meliputi : perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasar,
sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru,
pemugaran, perbaikan, perluasan, perbaikan dan
pemanfaatan perumatian swadayz;

f. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan,
meliputi : perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan,
fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang
peningkatan kualitas lingkungan perumahan;

g. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan

hasil ketja kepada atasan;
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h. membimbing dan membina bawahan, serta menilai hasil

kerja bawahan untuk pengembangan karir; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan,

mempunyai tugas :

a.

j-

menyiapkan bahan penyusunan peraturan, pedoman
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar
pembangunan perumahan;

menyiapkan bantuan teknis perencanaan dan
pelaksanaan fisik pembangunan perumahan;
menyiapkan data dan Informasi dengan
melekukan survey investigasi, pendatean  dan
bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana perumahan;

. membuat perencanaan pengembangan Lingkungan

Hunian;

membuat rencana Kemitraan dan kelembagaan;
membuat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar;
menyiapkan ‘bahan/maten penyuiuhan dan
pelaksanaan bidang pembangunan perumahan;
melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan
masyvarakat bidang perumahan;

mengevaluasi dan melaporkan tugas penyelenggaraan
di bidang perencanaan perumahan kepada atasan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas :

a.

b.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyelenggaraan penyediaan perumahan;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
penyediaan perumahan;

melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan
penyelenggaraan penyediaan perumahan;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
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€. melaksanakan kebijakéﬁ di  Tbidang fasilitasi
penyediaan rumah umum (rumah susun), rumah
khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat
berpenghasilan rendah;

f. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan
rumah komersial,

g. mengevaluasi dan melaporkan tugas penyelenggaraan
di bidang penyediaan perumahan kepada étasan'; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pembiayaan Perumahan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
pembiayaan perumahan;

b. ‘menyiapkan batian ﬁél‘d;;rn'ii'séh kébijakan di bidanig
penyelenggaraan pola pembiayaan perumahan;

c. melaksanakan  kebijakan di bidang Investasi
perumahan;

d. melaksanakan kebijakan di bidang pendayagunaan
sumber pembiayaan perumahan;

e. melaksanakan pembinaan  sistem = pembiayaan
perumahar;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi
di bidang penyelenggaraan pembiayaan perumahan;

g. melaksanakan evaluasi bantuan pembiayaan
perumahan;

h. mengevaluasi dan melaporkan tugas penyelenggaraan
di bidang pembiayaan perumahan kepada atasan; dan

1. meiaksahakan tugas lain vang diberikanli oieh

pimpinan,

10. Ketentuan BAB IV Bagian Kelima diubah menjadi Bidang
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina Penataan
Bangunan, serta Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 15
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina
Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu kepala
dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan kawasan
permukiman khusus §erta -peniyeleriggaraan penatdan
bangunan dan lingkungan, gedung dan rumah negara,
penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata,
pos lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan

tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

dan Bina Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis,
evaitiasi dan pelaporan di bidang pengembatigan kawasan
permukiman perkotaan, perdesaan, dan kawasan
permukiman  khusus, penataan bangunan dan
lingkungan, gedung, rumah negara, penataan kawasan
pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas
kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik
perkotaan dan kawasan khusus lainnya; serta fasilitasi
penyediaan tanat;

b. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan
permukiman perkotaan, perdesaan, dan kawasan
permukiman  khusus, penataan  bangunan dan
lingkungan, gedung, rumah negara, kawasan pusaka,
permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas
kabupaten, Tawan bencana, serta kdawdsan tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya,
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. fasilitasi ‘pembinaan kelembagaan dan pembinaan
pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan
kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan
kawasan permukiman khusus serta di bidang penataan
bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara,
penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional,
wisata, pos lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta
kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;
. pemberian bimbingan teknik dan supervisi serta
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan kawasan permukiman perkotaan,
pedesaan, dan kawasan permukiman khusus, penataan
bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara,
penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional,
wisata, pos lintas baitas kabupaten, rawan bencarna, sertd
kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;
. pembinaan kemampuan kecamatan/ kelurahan dalam
pengembangan kawasan pemukiman dan meningkatkan
jumlah kecamatan yang menerapkan NSPK dalam
pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata
ruang wilayah (RTRW) dan kawasan, agar terwujudnya
pembangunan permukirian yang optimai;

penyelenggaraan kegiatan dari pemerintah pusat yang
berkaitan dengan permukiman wilayah perkotaan,
pedesaan dan permukiman khusus serta permukiman
wilayah perdesaan tertinggal dan terpencil;

. penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh
perkotaan, pedesaan, dan kawasan permukiman
khusus Dbersama pemerinian kecarhatan/kellirahar,
Dunia usaha dan masyarakat;

. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset pembangunan
dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan,
pedesaan dan kawasan permukiman khusus, dan
penataan bangunan,;

pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka
penyelenggaraan pengembarigan kawasan permukimari
perkotaan, pedesaan dan kawasan permukiman khusus,

dan penataan bangunan;
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j. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan
hasil kerja kepada atasan;

k. membimbing dan membina bawahan, serta menilai hasil
kerja bawahan untuk pengembangan karir; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
dan Pedesaan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan strategi
pengembangan kawasan permukiman perkotaan,
pedesaan, dan kawasan permukiman khusus;

b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem
perencanaan program dan anggaran tahunan dan lima

tahunan serta perencanaan teknik penyelenggaraan

pengembangan kawasan permukiman perkotaan,

perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;

c. melakukan survey investigasi pendataan, bantuan
teknis dan pengelolaan data dan informasi
penvelenggaraan pengembangan kawasan permukiman
perkotaan, perdesaan, dan kawasan permukiman
khusus;

d. menyebariuaskan informasi penyeienggaraan
pengembangan kawasan permukiman perkotaan,
perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknik dan
melaksanakan kebijakan pengawasan, pengendalian,
dan evaluasi pembangunan infrastruktur di bidang
pengembangan kawasan permukiman perkotaan,
pedesaan dan kawasan permukiman khusus, serta
fasilitasi penyediaan tanah;

f. melaksanakan kegiatan dari pemerintah pusat yang
bn‘..‘l,.-.:&n“ e o - oo ;
pedesaan dan permukiman khusus serta permukiman

wilayah perdesaan tertinggal dan terpencil;
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.

melaksanakan penanganan kawasan kumuh
perkotaan, pedesaan, dan kawasan permukiman
khusus serta pengembangan kawasan permukiman
potensial dan berkelanjutan bersama pemerintah

kecamatan/ kelurahan, Dunia usaha dan masyarakat;

pembangunan infrastruktur pengembangan kawasan
permukiman perkotaan, pedesaan dan kawasan
permukiman khusus;

melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan
dalam rangka  penyelenggaraan — pengembangan
kawasan permukiman perkotaan, pedesaan dan
kawasan permukiman khusus;

melaporkan tugas penyelenggaraan di bidang
pengembangan kawasan permukiman perkotaan,
pedesaan dan kawasan permukiman khusus,
kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

(2) Seksi Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas :

a.

melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem

perencanaan program dan anggaran tahunan dan

penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum,
gedung negara dan rumah negara;

melaksanakan analisa teknis, pemantauan dan
evaluasi bidang penataan bangunan gedung umum,
gedung negara dan rumah negara;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan
pemanfaatan penataan bangunan gedung umum,
gedung negara dan rumah negara;

melakukan survey investigasi pendataan, bantuan
teknis dan pengelolaan data dan informasi
penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara;
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e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian
dan pemeriksaan keandalan bangunan gedung untuk
meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib
penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara;
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pembangunan bangunan gedung umum, gedung
negara dan rumah negara;

g. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan
dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan
gedung umum, gedung negara dan rumah negara;

h. melaporkan tugas penyelenggaraan di bidang
penataan bangunan gedung umum, gedung negara dan
rumah negara kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan,

(3) Seksi Penataan Lingkungan Khusus mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
(kecamatan, provinsi dan pusat) untuk pelaksanaan
sistem perencanaan program dan anggaran tahunan
dan lima tahunan serta perencanaan teknik dan
supervisi penyelenggaraan penataan kawasan gedung,
pusaka, permukiman tradisional, wisat :
batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan
tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

b. melaksanakan analisa teknis, pemantauan dan
evaluasi bidang penataan kawasan gedung, pusaka,
permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas
kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik
perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan
pemanfaatan penataan kawasan gedung, pusaka,
permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas
kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya,;
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. melakukan -é*arvey investigasi péndataan, pengeiolaan
data dan informasi penyelenggaraan penataan kawasan
gedung, pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos
lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan
tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana
dalam rangka penataan lingkungan kawasan gedung,
pusaka, permikiman firadisional, wisata, pos lirtas
batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan
tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian
pembangunan penataan lingkungan kawasan gedung,
pusaka, permukiman tradisidnal; wisata, pos lintas
batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan
ternaiik perkotaan dan kawasan kiusus iainnya;

. melaksanakan fasilitasi serah terima aset
pembangunan penataan kawasan gedung, pusaka,
permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas
kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik
perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

. melaksanakan pengembangan jejaring Kemitraan
dajari rangka penyeéienggaraan pénataan kawasari
gedung, pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos
lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan
tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;
melaporkan tugas penyelenggaraan di  bidang
penataan kawasan gedung, pusaka, permukiman
tradisional, wisata, pos lintas batas kabupaten, rawan
bencana, sérta kdwasan teriatik pérkotaan dan
kawasan khusus lainnya kepada atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.



11. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 89) mengenai
Bagan  Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupékan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

R Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal (7 pkmpper 9017

BUPATI MUSI BANYUASIN

>

‘-@ H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 ouwpwe 2017

Pit. SEK_RET S DAERAH

KABUP? USI BANYUASIN,

I W—

JAPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 53
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
TENTANG . PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN
KEPALA DINAS DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
FUNGSIONAL T
|
] ]
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PERENCANAAN , KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN AN PELAPORAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG PENGEMBANGAN
PERTANANA“d;Eﬁ‘;R&aSMSARANA DAN PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
BINA PENATAAN BANGUNAN
] ! |
SEKSI SEKSI SEKS! )
] PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN PERUMAHAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN
SEKS!
SEKSI SEKSI —
[ PENGEMB’?;’;‘F?;T‘N?;T@; APN‘,‘:)NYED'AAN PENYEDIAAN PERUMAHAN BINA PENATAAN BANGUNAN
[ | SEKS! SEKSI SEKS! —
PENYEHATAN UN%‘EF',‘)GA” PERMUKIMAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN PENATAAN LINGKUNGAN KHUSUS

BUPATI MUSI BANYUASIN .

{

T;ON REZA ALEX NOERDIN
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